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ABSTRAKSI 
 

Nama  :  Adifa Muhammad Rafli 
NIM  :  201810110311379 
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait pengelolaan  

tempat perdagangan dalam penyediaan dan/atau penggandaan 
barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di 
tempat perdagangan yang dikelolanya (Studi Putusan MK 
NOMOR 84/PUU-XXI/2023) 

 
Dosen Pembimbing I  : Sofyan Arief, S.H., M.Kn 
Dosen Pembimbing II : Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn 
 

Hak cipta merupakan elemen penting dalam perlindungan kekayaan 
intelektual yang menjadi dasar perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 
Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-
XXI/2023 terkait pengelolaan tempat perdagangan dalam penyediaan dan/atau 
penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Fokus utama penelitian adalah 
pertimbangan hukum hakim terhadap Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta implikasi keputusan tersebut 
terhadap perlindungan hak cipta dan hak terkait di era digital. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulan Pasal 10 memberikan 
landasan hukum yang memperkuat tanggung jawab pengelola tempat perdagangan 
untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Namun, argumen ahli seperti Agus 
Sardjono dan Widodo Dwi Putro menilai bahwa Pasal 10 tidak cukup mengikuti 
perkembangan zaman karena masih berfokus pada tempat perdagangan fisik dan 
kurang memperhatikan platform digital sebagai ruang utama pelanggaran modern. 
Sebaliknya, penolakan terhadap pengujian Pasal 114, yang hanya mengatur sanksi 
denda maksimal tanpa ancaman kurungan, dinilai kurang menciptakan efek jera dan 
tidak memenuhi prinsip proporsionalitas sanksi pidana. 

Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya revisi terhadap Pasal 114 
untuk menambah ancaman pidana kurungan, sekaligus memperluas makna Pasal 
10 agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah-langkah ini 
diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pencipta dan 
memperkuat upaya penegakan hak kekayaan intelektual yang efektif di Indonesia. 
 
 

 
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Cipta, Pengelola Tempat 

Perdagangan, Pasal 10, Pasal 114, Pelanggaran Hak Kekayaan 
Intelektual. 
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ABSTRACT 

 
Nama  :  Adifa Muhammad Rafli 
NIM  :  201810110311379 
Judul : Analysis of the Constitutional Court Decision on the  

Management of Trading Places in the Provision and/or 
Reproduction of Goods Resulting from Copyright Infringement 
and/or Related Rights Infringement at Managed Trading Places 
(Case Study of Constitutional Court Decision Number 84/PUU-
XXI/2023) 

 
Dosen Pembimbing I  : Sofyan Arief, S.H., M.Kn 
Dosen Pembimbing II : Isdian Anggraeni, S.H., M.Kn 
 

Copyright is a crucial element in protecting intellectual property, serving as 
the foundation for the development of the creative economy in Indonesia. This 
study analyzes the Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023 
concerning the management of trading places involved in the provision and/or 
reproduction of goods resulting from copyright infringement. The primary focus is 
the legal reasoning of the judges regarding Articles 10 and 114 of Law Number 28 
of 2014 on Copyright and the implications of this decision for copyright and related 
rights protection in the digital era. 

The findings reveal that the acceptance of Article 10 strengthens the legal 
basis for holding trading place managers accountable for preventing copyright 
infringement. However, experts such as Agus Sardjono and Widodo Dwi Putro 
argue that Article 10 is outdated, as it focuses primarily on physical trading places 
while overlooking digital platforms, which have become a major venue for modern 
copyright violations. On the other hand, the rejection of Article 114—which only 
stipulates a maximum fine without imprisonment—is deemed insufficient to create 
a deterrent effect and fails to uphold the proportionality principle in criminal 
sanctions. 

This study concludes that Article 114 should be revised to include 
imprisonment as a sanction, while the interpretation of Article 10 needs to be 
broadened to address technological advancements. These steps are expected to 
enhance legal protection for creators and strengthen effective enforcement of 
intellectual property rights in Indonesia. 
 

 
Keywords: Constitutional Court Decision, Copyright, Trading Place Managers, 

Article 10, Arctile 114, Related Rights, Intellectual Property Rights 
Infringement. 
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